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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan, maka Kesimpulan yang 

diambil adalah. 

1. Ekspresi budaya tradisional tidak sekadar dimaknai sebagai warisan budaya 

semata, melainkan sebagai entitas hukum yang memiliki nilai moral, filosofis, 

sosial, dan ekonomi, serta layak mendapatkan pelindungan negara. Namun 

demikian, tidak semua bentuk ekspresi budaya tradisional dapat secara 

otomatis diakui dan dilindungi dalam sistem hukum Indonesia. Terdapat 

keterbatasan dalam pengakuan tersebut, terutama ketika ekspresi budaya 

tradisional mengandung unsur-unsur yang dianggap melanggar norma 

kesusilaan, seperti ketelanjangan atau simbol-simbol yang secara visual 

dianggap erotis. Dalam hal ini, karya seni seperti lukisan, tari-tarian, atau 

patung yang secara historis merupakan bagian dari ekspresi budaya 

tradisional dapat menjadi problematis jika tidak dipahami dalam konteks 

sosial dan budaya masyarakat pengembannya. Pengakuan terhadap ekspresi 

budaya tradisional yang bersinggungan dengan norma kesusilaan harus 

memperhatikan keberadaan nilai-nilai luhur yang hidup dalam masyarakat 

pengemban budaya tersebut. Hal ini sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 

38 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan 
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ditegaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2022 tentang 

Kekayaan Intelektual Komunal. Negara memiliki kewajiban untuk menjamin 

pengakuan dan pelindungan hukum terhadap EBT dengan tetap 

mempertimbangkan konteks lokal dan norma-norma sosial yang berlaku. 

Pengakuan terhadap ekspresi budaya tradisional menjadi refleksi dari sistem 

hukum yang prismatik, yang berusaha mengakomodasi kompleksitas nilai-

nilai hukum adat, agama, dan kesusilaan dalam kerangka hukum nasional. 

2. Negara memiliki peran strategis dalam menjamin bahwa ekspresi budaya 

tradisional terutama yang memiliki nilai-nilai sakral, filosofis, dan religius 

tetap mendapatkan ruang legalitas dalam sistem hukum positif, tanpa 

mengabaikan norma kesusilaan yang menjadi fondasi moral masyarakat 

Indonesia. Melalui implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 

2022, negara memberikan jalur hukum bagi komunitas budaya untuk 

mendaftarkan ekspresi budaya tradisioanal sebagai bagian dari Kekayaan 

Intelektual Komunal (KIK). Mekanisme pendaftaran tersebut tidak hanya 

menjamin eksistensi dan pelindungan hukum terhadap ekspresi budaya 

tradisional, tetapi juga membuka ruang bagi manfaat ekonomi yang dapat 

diperoleh secara adil oleh komunitas pengemban. Bentuk pengakuan juga 

diwujudkan dalam bentuk edukasi, pembinaan, dokumentasi, serta 

pengakuan administratif terhadap komunitas pengemban ekspresi budaya 

tradisional. Negara, melalui lembaga pemerintah pusat maupun daerah, 

memiliki kewajiban untuk menjembatani antara pelestarian nilai budaya lokal 
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dengan kepastian hukum dalam ranah kekayaan intelektual. Hal ini penting 

agar ekspresi budaya tradisioal tidak hanya menjadi artefak budaya semata, 

tetapi menjadi bagian aktif dari pembangunan hukum nasional yang inklusif 

dan berkeadilan.  

B. Saran 

Berdasarkan Pembahasan yang telah ditulis, saran yang dapat diberikan 

pada penulisan tesis ini adalah 

1. Penguatan pengakuan hukum terhadap ekspresi budaya tradisional yang 

bersinggungan dengan norma kesusilaan, pemerintah dan pemangku 

kepentingan tidak hanya terpaku pada pendekatan normatif, tetapi juga 

memperluas pemahaman kontekstual terhadap norma kesusilaan dengan 

mempertimbangkan latar sosiokultural masyarakat asal ekspresi budaya 

tradisional tersebut. Sebagai contoh, karya seni seperti “Lolok” di Bali yang 

mengandung unsur sensualitas namun memiliki makna sakral dalam tradisi 

Hindu seharusnya tidak dipandang dengan standar vulgaritas yang berlaku 

secara umum. perlindungan terhadap ekspresi budaya tradisional perlu 

memperkuat asas lex specialis derogat legi generali, dengan menjadikan 

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2022 tentang Kekayaan Intelektual 

Komunal sebagai rujukan utama dibandingkan Undang-Undang Pornografi, 

ketika terjadi pertentangan dalam penilaian karya budaya tradisional. 

Ketidaksesuaian antara UU Hak Cipta, UU Pornografi, dan norma-norma 

adat yang hidup di masyarakat menciptakan ketidakpastian hukum bagi 
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komunitas pengemban budaya, sehingga harmonisasi antar peraturan perlu 

dilakukan dengan melibatkan masyarakat adat sebagai pihak yang memiliki 

otoritas kultural. negara perlu merevitalisasi perannya melalui pembentukan 

lembaga atau komisi khusus yang bertugas mengkaji, menilai, serta 

mengadvokasi bentuk-bentuk EBT yang dinilai kontroversial dalam skala 

nasional namun diterima secara lokal, agar tercipta ruang mediasi yang adil 

antara hukum nasional dan kearifan budaya lokal. 

2. Pemerintah perlu mengoptimalkan implementasi Peraturan Pemerintah 

Nomor 56 Tahun 2022 dengan lebih aktif dalam mensosialisasikan dan 

mendorong proses pendaftaran EBT, terutama yang bersifat sensitif secara 

sosial, agar memperoleh pengakuan formal dalam data Kekayaan Intelektual 

Komunal. Selain itu, penting untuk segera menyusun pedoman etika nasional 

dalam pemanfaatan EBT yang mengandung unsur sensualitas atau dianggap 

kontroversial, dengan pendekatan kontekstual budaya yang tidak semata-

mata bertumpu pada norma mayoritas. Dalam kerangka tersebut, negara juga 

harus memberdayakan masyarakat hukum adat bukan hanya sebagai objek 

perlindungan, tetapi sebagai subjek hukum yang memiliki hak untuk 

mengklaim, menegosiasi, dan mempertahankan EBT mereka secara aktif di 

ruang hukum nasional. Upaya ini perlu ditunjang oleh pendekatan edukasi 

budaya yang masif kepada masyarakat umum melalui kampanye budaya, 

pendidikan multikultural, dan pelibatan media massa agar pemahaman publik 

terhadap EBT tidak keliru dan tidak berujung pada kriminalisasi. Diperlukan 
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pula penelitian lanjutan yang mendalam untuk menilai sejauh mana 

efektivitas implementasi UU Hak Cipta dan PP No. 56 Tahun 2022 terhadap 

pelestarian serta pengakuan eskpresi budaya tradisional, yang dapat dijadikan 

dasar bagi perumusan kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy) yang 

lebih responsif terhadap dinamika budaya lokal. 
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